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ABSTRAKSI 
Penelitian ini membahas tentang penerapan waktu kerja pengemudi bus antar 
propinsi sebagaimana diatur dalam Pasal 90 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 
Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Metode penelitian yang 
digunakan adalah studi normatif terhadap bahan-bahan pustaka yang relevan 
dengan penelitian dengan metode deskriptif kualitatif. Terkait waktu kerja 
pengemudi bus sebagaimana yang diisyaratkan oleh Pasal 90 ayat (4) Undang-
Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, tidak 
sinkron dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan 
oleh karena berdasarkan asas lex specialis derogat legi generali, status perusahaan 
bus antar propinsi sebagai jenis pekerjaan yang bergerak pada sektor usaha atau 
pekerjaan tertentu dan jenis, sifat pekerjaan yang dijalankan secara terus menerus, 
sehingga ruang lingkup pengaturan waktu kerja diatur dalam Undang-Undang 
Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Hal ini 
berdampak pada upah yang diperoleh oleh pengemudi bus berupa upah pokok dan 
upah lembur. Selain itu, pengemudi bus juga berpotensi terserang keluhan 
muskuloskeletal sehingga dapat mempengaruhi tingkat konsentrasi dan kondisi 
psikologis pengemudi bus. Fakta menunjukkan bahwa pemerintah belum 
mengatur secara khusus ketentuan upah lembur pengemudi bus, sehingga oleh 
Pasal 91 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang 
Ketenagakerjaan dan Pasal 12 Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi 
Republik Indonesia Nomor KEP. 102/MEN/VI/2004 tentang Waktu Kerja 
Lembur dan Upah Kerja Lembur diserahkan kepada perusahaan untuk mengatur 
upah lembur. Hal ini berpotensi terjadi pelanggaran-pelanggaran dalam 
pembayaran upah lembur sehingga dibutuhkan regulasi yang khusus mengatur 
upah lembur pengemudi bus. Kendatipun peraturan perundang-undangan yang 
berlaku memberikan ruang bagi pengemudi bus untuk dapat memperjuangkan 
hak-hak secara litigasi. Mengingat status pengemudi bus dalam perusahaan yang 
ditunjang dengan belum adanya regulasi khusus mengatur upah lembur, penyidik 
kepolisian kesulitan dalam menentukan pasal atas pelanggaran yang dilakukan 
oleh pengusaha. 
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ABSTRACTION 
This study discusses the application of bus driver working time between provinces 
as regulated in Article 90 Paragraph (4) of Law Number 22 Year 2009 on Traffic 
and Road Transportation. The research method used is the normative study of 
library materials relevant to the research with qualitative descriptive method. 
Related to the working time of the bus driver as implied by Article 90 paragraph 
(4) of Law Number 22 Year 2009 on Traffic and Road Transport, not in sync with 
Law Number 13 Year 2003 concerning Manpower because based on lex specialis 
derogat legi generali , the status of the inter-provincial bus company as the type of 
work engaged in the business sector or certain occupations and types, the nature 
of work carried out continuously, so that the scope of working time regulation is 
regulated in Law Number 22 Year 2009 on Traffic and Road Transport. This has 
an impact on wages earned by bus drivers in the form of basic wages and overtime 
pay. In addition, bus drivers are also potentially affected by musculoskeletal 
complaints that may affect the concentration and psychological conditions of bus 
drivers. The facts show that the government has not specifically regulated the 
provisions of overtime drivers' wages, so that by Article 91 paragraph (1) of Law 
Number 13 Year 2003 concerning Manpower and Article 12 of Decree of the 
Minister of Manpower and Transmigration of the Republic of Indonesia Number 
KEP. 102 / MEN / VI / 2004 concerning Overtime and Working Overtime are left 
to the company to regulate overtime pay. This has the potential for violations in 
the payment of overtime wages, so a regulation that specifically regulates the bus 
driver's overtime wages. Although the existing laws and regulations provide space 
for bus drivers to be able to fight for rights in litigation. Given the status of bus 
drivers in companies supported by the absence of special regulations regulating 
overtime wages, police investigators have difficulties in determining the articles 
for violations committed by employers. 
Keywords: Working Hours, Rights, Legal Efforts 
 
